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ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the provisions of laws and
regulations in Indonesia in the field of money laundering related to trade based
money laundering and to find out the prospects for dealing with trade based
money laundering. ) in Indonesia.

The research method used is the type and source of the data obtained
through legal materials as primary data and supported by secondary data from
books, laws and regulations and others. This study uses qualitative data analysis.

The results of the study indicate that there are no legal provisions that
specifically regulate trade based money laundering in Indonesia, there are
loopholes or weaknesses in the formal law regulated in Law Number 8 of 2010
concerning Prevention and Eradication. Money Laundering Crime.
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PENDAHULUAN
Kegiatan perdagangan tidak pernah terlepas dari kehidupan
masyarakat, terutama dalam pemenuhan akan barang dan jasa. Dalam
setiap transaksi perdagangan selalu menimbulkan hak dan kewajiban bagi
masing-masing pihak yaitu pihak penjual diwajibkan melakukan
penyerahan barang yang telah diperjanjikan dan berhak pula sesuai dengan
prestasinya untuk menerima pembayaran atas harga barang yang telah

dijualnya. Begitu pula sebaliknya pembeli berkewajiban membayar atau
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melunasi harga dari barang yang diserahkan dan berhak menuntut
penyerahan barang yang dibelinya.

Perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
khususnya di bidang telekomunikasi, membawa akibat pada mekanisme
lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang
singkat. Selain membawa dampak positif, keadaan ini juga menimbulkan
dampak negatif di dalam kehidupan masyarakat, yaitu pemanfaaatan sistem
keuangan (financial system) dan perbankan (banking system) untuk
menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul harta kekayaan hasil
kejahatan atau biasanya dikenal dengan istilah pencucian uang (money
laundering). Pencucian uang (money laundering) biasanya dilakukan oleh
suatu organisasi kejahatan, karena tidak mungkin dilakukan oleh seseorang
yang pendidikannya kurang seperti misalnya kejahatan pencurian pada
umumnya, sehingga biasanya kejahatan pencucian uang(money laundering)
merupakan suatu kejahatan yang terorganisir (organized crime).

Pencucian uang (money laundering) merupakan suatu sarana
agar harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh
suatu organisasi kejahatan tersebut berubah menjadi harta kekayaan yang
berasal dari hasil usaha yang halal, sehingga menjadi sulit untuk dapat
dilacak oleh para aparat penegak hukum. Selain itu, perbuatan pencucian
uang (money laundering) dapat merugikan masyarakat dan mempengaruhi

secara negatif (merusak) stabilitas perekonomian suatu negara. Hal ini
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dikarenakan peningkatan angka kejahatan yang diakibatkan oleh maraknya
perbuatan pencucian uang.

Beberapa hal penting dalam Pedoman Pemeriksaan Pencucian
Uang dalam Undang-Undang Kerahasian Bank (FFIEC Bank Secrecy Act
Anti-Money Laundering Examination Manual) di Amerika Serikat adalah
mengenai tujuan, faktor-faktor yang berisiko; dan kebijakan, prosedur dan
proses. Tujuan dari pedoman ini adalah melakukan pemeriksaan terhadap
bank-bank yang ada dalam rangka menilai kesiapan sistem perbankan
untuk mengelola risiko-risiko yang timbul berkaitan dengan aktifitas
pembiayaan perdagangan, serta menilai kemampuan manajemen bank
berkaitan dengan pelaksanaan due diligence yang efektif, serta pelaksaan
sistem pemantauan dan pelaporan.

Faktor-faktor yang berisiko menurut pedoman ini adalah
transaksi-transaksi perdagangan internasional yang dilakukan dengan
mempergunakan harga barang yang diperdagangkan dalam transaksi
tersebut yang mungkin mempunyai nilai lebih tinggi atau lebih rendah
dari harga yang seharusnya berdasarkan harga di pasaran internasional.
Sementara kebijakan, prosedur dan proses dalam pedoman ini mengatur
bahwa bank wajib melakukan tinjauan menyeluruh terhadap semua
dokumentasi perdagangan internasional berkaitan dengan bank tersebut,
sehingga bank dapat melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap
aktivitas transaksi perdagangan internasional yang tidak biasa dan

mencurigakan.
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Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat
ditarik beberapa perumusan masalah yang akan menjadi inti pembahasan
dari penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaturan tentang kegiatan
perdagangan yang berbasispencucian uang (trade based money laundering)
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia dan Bagaimanakah prospek penanggulangan perdagangan yang
berbasis pencucianuang (trade based money laundering) di Indonesia.

Berdasarkanuraian rumusan masalah diatas maka yang menjadi
tujuan penelitian dalam tesis ini adalah Untuk mengetahui dan menga
nalisa ketentuan peraturan perundang- undangan di Indonesisa di bidang
pencucian uang (money laundering) terkait perdagangan yang berbasis
pencucian uang (trade based money laundering). Untuk mengetahui
prospek penanggulangan perdagangan yang berbasis pencucian uang (trade
based money laundering) di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelititan yuridis normatif, yaitu
penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau
norma-norma hukum positif. Yuridis normatif merupakan pendekatan yang
menggunakan konsep legis positivis. Konsep yang memandang hukum identik
dengan norma- norma tertulis yang dibuat dan diundang-undangkan oleh
lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepi ini memandang hukum sebagai
sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan

masyarakat nyata.
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Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya
menggambarkan  objek yang menjadi pokok permasalahan dan
menganalisiskan dengan maksud untuk mengambil suatu kesimpulan.
Karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan
menyeluruh dengan objek kajian yang akan diteliti, yaitu berkaitan dengan
kedudukan peraturan Perundang Undangan di bidang pencucian uang.

Bahan hukum dalam penelitian terbagi atas tiga yaitu bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Bahan hukum peimer
yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu
: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Peraturan Pemerintah
Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi
Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang; Keputusan Presiden
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Komite Kordinasi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Peraturan Bank Indonesia
Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang
(APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagiBank Umum pada
tanggal 1 Juli 2009; Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/58/DPBPR
tertanggal 23 Desember 2005 tentang Penilaian dan Pengenaan Sanksi

atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait
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dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; Surat
Edaran Bank Indonesia Nomor 11/31/DPNP tertanggal 30 November 2009
tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. Bahan Hukum
Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti
rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan
hukum, dan seterusnya. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier, yaitu
bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer
dan sekunder. Contohnya seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan
seterusnya.

Data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder, yaitu
bersumber dari bahan pustaka yang mencakup buku-buku perpustakaan,
peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah,
artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan menggunakan
metode analisis normatif. Yang merupakan cara mengintrepetasikan dan
mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum,
norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok
permasalahan. Norma hukum yang diperlukan sebagai premis mayor,
kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (legal facts) dipakai
sebagai premis minor dan melalui silogisme yang nantinya akan diperoleh

kesimpulan (conclution) terhadap permasalahannya.
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HASIL PENELITIAN

1. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Tentang
Perdagangan Yang Berbasis Pencucian Uang (Trade Base Money

Laundering).
a. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di

Indonesia
Hans Kelsen melalui Stufenbau Theorie menyatakan bahwa
sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang
di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada
norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi
(seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling
mendasar (grundnorm). Pancasila merupakan sumber dari segala
sumber hukum yang berlaku di Indonesia, maka dapat disimpulkan
bahwa Pancasila merupakan norma hukum yang paling mendasar
(grundnorm) di Indonesia. Pengejawantahan Stufenbau Theorie dari
Hans Kelsen di Indonesia, diwujudkan melalui ketentuan peraturan
perundang-undangan adalah TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang
Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik
Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
Tata urutan peraturan perundangan di Indonesia adalah Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia 1945; Ketetapan MPR; Undang-Undang dan
atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan
Pemerintah; Keputusan Presiden; Peraturan-peraturan Pelaksanaan

lainnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
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Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jenis dan hierarki
Peraturan Perundang-undangan adalah UUD 1945, Undang-Undang
(UU)/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU),
Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Daerah.

Selain jenis peraturaran perundang-undangan sebagaimana
disebutkan di atas, terdapat juga peraturan perundang-undangan yang
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi, seperti peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,
Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yang
setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau dibentuk oleh
Pemerintah atas perintah Undang- Undang, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan atau Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dan atau Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang
setingkat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jenis dan hierarki
Peraturan Perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah
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Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Termasuk dalam
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Selain jenis peraturaran perundang-undangan sebagaimana
disebutkan di atas,terdapat juga peraturan perundang-undangan yang
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang diperintahkan oleh PeraturanPerundang-undangan yang lebih
tinggi, seperti peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga,
atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau
dibentuk oleh Pemerintah atas perintah Undang- Undang, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan atau Gubernur, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan atau Bupati/Walikota,
Kepala Desa atau yang setingkat.

b. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di
IndonesiaMengenai Kegaiatan Pencucian Uang.

Ketentuan mengenai pencucian uang di Indonesia masuk ke
dalam sistem hukum pidana, dimana tindakan pencucian uang
dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai
pencucian uang, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang

Tidak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah melalui
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Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Tindakan pencucian uang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana
karena tindakan pencucian dapat mengakibatkan kerugian bagi
masyarakat bahwa dapat membahayakan kehudupan manusia.

2. Penegakan Hukum Di Bidang Perdagangan Yang Berbasis Pencucian
Uang (Trade Base Money Laundering) Di Indonesia.

¢. Penegakan Hukum Di Bidang Perdagangan Yang Berbasis
Pencucian Uang(Trade-Based Money Laundering).

Penegakan hukum di bidang perdagangan yang berbasis
pencucian uang (trade-based money laundering) mempunyai keterkaitan
yang erat dengan substansidari hukum tentang kegiatan perdagangan yang
berbasis pencucian uang (trade- based money laundering). Sebagaimana
telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa kegiatan perdagangan yang
berbasis pencucian uang (trade-based money laundering) merupakan
kegiatan pencucian uang yang dilakukan melalui transaksi perdagangan
internasional, sehingga kegiatan perdagangan yang berbasis pencucianyang
mempunyai 2 (dua) unsur penting, yakni unsur pencucian uang (money
laundering) dan unsur perdagangan internasional. Oleh karena itu,
substansi dari hukum tentang kegiatan perdagangan yang berbasis
pencucian uang (trade-based money laundering) merupakan gabungan dari

ketentuan peraturan perundang- undangan tentang kegiatan pencucian uang
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(money laundering) dan peraturan perundang-undangan tentang kegiatan
perdagangan internasional.

Kegiatan pencucian uang (money laundering) di Indonesia
dikategorikan ke dalam ranah hukum pidana, karena kegiatan pencucian
uang dinyatakan sebagai tindak pidana, sebagaimana yang dinyatakan di
dalam judul peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia
mengenai pencucian uang, yaitu Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hukum pidana (lus Poenale) menurut Moeljatno adalah bagian
dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan
dasar-dasar dan aturan-aturan untuk. menentukan perbuatan-perbuatan
mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman
atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar
larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka
yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi
pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara
bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang
yang disangka telah melangar larangan tersebut.

Pencucian uang adalah salah satu bentuk kejahatan yang timbul
seirama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga
pertumbuhan dan perkembangan di dalam masyarakat sangat berpengaruh
terhadap perubahan dan perkembangan kualitas tindak pidana. Hal ini

sejalan dengan yang dikatakan oleh Sudarto, bahwa kemajuan teknologi
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mempunyai pengaruh terhadap pola pelaksanaan kejahatan, dimana
kejahatan akan dilaksanakan dengan cara yang lebihcanggih, kompleks dan
rumit.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa kegiatan
perdagangan yang berbasis pencucian uang (trade-based money
laundering) adalah kegiatan pencucian uang (money laundering) yang
dilakukan dengan mempergunakan sarana perdagangan internasional,
sehingga substansi hukum yang mengatur tentang kegiatan perdagangan
yang berbasis pencucian uang (trade-based money laundering) di dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini
(hukum positif atau ius constitutum) mengenai kegiatan pencucian uang
(money laundering), adalah ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 3 jo. Pasal 4 jo.
Pasal 5 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara
itu, penegakan hukum dalam suatu ketentuan perundang-undangan, tidak
bisa dilepaskan dengan cara untuk melakukan penegakan hukum dalam
suatu ketentuan peraturan perundang- undangan atau hukum formil, dimana
hukum formil terhadap kegiatan pencucian uang mengatur tentang cara
penelusuran terhadap harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan yang
telah berubah menjadi harta kekayaan yang sah menurut ketentuan hukum
yang berlaku, kemudian harta kekayaan yang merupakan hasil dari
kejahatan tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang

berhak, dengan tujuan menurunkan tingkat kriminalitas.
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Penelusuran harta kekayaan hasil kejahatan di Indonesia,
dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan melalui laporan-laporan
tentang transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK (Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan). PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan) yang bertindak sebagai unit intelejen keuangan
(financial intelligence unit), sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan
Pasal 40 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Proses hukum lebih lanjut terhadap dugaan terjadinya kegiatan
pencucian uang (money laundering), sebagaimana yang diatur di dalam
ketentuan Bab VIII tentang Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan di
Sidang Pengadilan, yang terdiri dari Pasal 68 sampai dengan Pasal 82
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Hukum Pidana Administrasi

Pengertian hukum administrasi menurut Black’s Law Dictionary
adalah “The law governing the organization and operation of the executive
branch of government (including independent agencies) and the relations
of the executive with the legislature, the judiciary, and the public%
(hukum yang mengatur tentang organisasi dan pekerjaan dari pemerintah
dalam arti eksekutif termasuk juga badan independen dan hubungan antara

eksekutif dengan legislatif, hubungan antara eksekutif dengan yudisial dan
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hubungan eksekutif dengan masyarakat terjemahan oleh penulis).
Sementara, menurut Prajudi Atmosudirdjo hukum administarsi adalah
hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan-kekuasaan
administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi

Perkembangan yang ada akhir-akhir ini menunjukan bahwa
penggunaan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan
administrasi meningkat cukup tajam, sebagai contoh Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang
Kepabeanan.

c. Prospek Penegakan Hukum Di Bidang Perdagangan Yang Berbasis
PencucianUang (Trade-Based Money Laundering)

Prospek penegakan hukum terhadap kegiatan perdagangan yang

berbasis pencucian uang (trade-based money laundering), menurut penulis
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faktor substansi dari ketentuan peraturan perundang-undangan baik berupa
hukum materiil maupun hukum formil memegang peranan penting.
Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa kegiatan
perdagangan yang berbasis pencucian uang (trade- based money
laundering) adalah kegiatan pencucian uang (money laundering) yang
dilakukan dengan mempergunakan sarana perdagangan internasional.
Sehingga, kegiatan pedagangan yang berbasis pencucian uang (trade-based
money laundering) terdiri dari dua unsur, yaitu unsur kegiatan pencucian
uang (money laundering) dan unsur kegiatan perdagangan internasional.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara
khusus tentang kegiatan pencucian uang telah diatur melalui Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang, sementara ketentuan peraturan perundang-
undangan yang secara khusus tentang kegiatan perdagangan internasional,
masih berupa Rancangan Undang-Undang Perdagangan.

Substansi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang kegiatan pencucian uang (money laundering) yang
berlaku di Indonesia pada saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang,
belum mengatur secara khusus tentang kegiatan perdagangan yang berbasis
pencucian uang (trade-based money laundering), atau dengan perkataan
lain belum ada hukum materiil yang mengatur tentang kegiatan

perdagangan yang berbasis pencucian uang (trade-based money
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laundering). Meskipun pengaturan tentang kegiatan perdagangan yang
berbasis pencucian uang (trade-based money laundering), dapat ditafsirkan
sebagai kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi dengan
mempergunakan sarana perdagangan internasional, sebagaimana diatur di
dalam ketentuan Pasal 6 jo.Pasal 3 jo. Pasal 4 jo. Pasal 5 jo. Pasal 10
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Akan tetapi, hukum pidana yang
berlaku di Indonesia menganut asas nullum delictum nulla poena sine
praevia lege poenali”, yang artinya tiada delik yang dapat menimbulkan
suatu hukuman tanpa adanya suatu peraturan yang terlebih dahulu
menyebutkan bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu delik dan
menyebutkan suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik tersebut.
Sehingga, terhadap kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang
(trade-based money laundering) tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana
yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia pada saat ini tentang kegiatan pencucian uang
(money laundering), yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang.
Dalam rangka melakukan tindakan kriminalisasi terhadap
kegaiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (trade-based money
laundering), menurut penulis diperlukan perubahan atau amandemen
terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana perubahan atau

amandemen tersebut dilakukan dengan cara memasukan definisi tentang
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kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (trade-based money
laundering). Selain itu, pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang
Perdagangan menjadi Undang-Undang Perdagangan perlu segera
dilaksanakan, dalam rangka mengatur mengenai kegiatan perdagangan di
Indonesia serta menunjang definisi tentang kegiatan perdagangan yang
berbasis pencucian uang (trade-based money laundering) yang akan diatur
melalui perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang.

Aplikasi hukum pidana adminstrasi (administrative penal law
atau administrative criminal law) berada dalam lingkup sistem peradilan
pidana, dimana definisi sistem peradilan pidana merupakan sistem yang
menjelaskan proses penegakan hukum pidana, yang diawali dari proses
terjadinya suatu tindak pidana dan diakhiri dengan proses selesainya
penjalanan hukuman bagi pelaku tindak pidana.

Hukum formil atau hukum acara yang mengatur tentang cara-
cara mempertahankan dan melaksanakan atau hukum materiil atau hukum
yang mengatur tentang cara-cara melakukan penegakan hukum, merupakan
bagian dari sistem peradilan pidana. Proses penegakan hukum terhadap
kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang, termasuk pihak-pihak
yang berwenang melaksanakan proses tersebut telah diuraikan penulis pada
subbab sebelumnya. Akan tetapi menurut penulis, masih terdapat

kelemahan atau celah terhadap pengaturan hukum formil yang terdapat
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pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat penulis dari tinjauan yuridis terhadap
perdaganganyang berbasis pencucian uang (trade-based money laundering)
berdasarkan peraturan perundangan di bidang pencucian uang di Indonesia
sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya adalah.
1. Kesimpulan dari pokok permasalahan pertama adalah sebagai berikut:

a. Ada 2 (dua) unsur yang sangat penting dalam perdagangan yang
berbasis pencucian uang (trade-based money laundering), yakni unsur
pencucian uang (money laundering) dan unsur perdagangan
internasional.

b. Pengaturan tentang kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian
uang (trade-based money laundering) dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia, diatur melalui:

1) Hukum positif yang berlaku pada bidang pencucian uang (money
laundering), yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2) Hukum postif yang berlaku pada suatu transaksi perdagangan
internasional, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 8§

tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
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Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana telah
dirubah melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualanatas
Barang Mewah (PPnBM).

2. Kesimpulan dari pokok permasalahan kedua adalah sebagai berikut:

a. Pengaturan tentang kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian
uang (trade-based money laundering) di dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uangadalah sebagai berikut:

1) Substansi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
yang mengatur tentang kegiatan perdagangan yang berbasis
pencucian uang (trade-based money laundering) tersirat melalui
ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 3 jo. Pasal 4 jo. Pasal 5 jo. Pasal 10
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2) Hukum formil dalam rangka penegakan hukum terhadap kegiatan
perdagangan diatur melalui ketentuan Pasal 40 huruf (d) Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang, Bab VIII tentang Penyidikan,
Penuntutan, Dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan yang terdiri

dari Pasal 68 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8
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Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

b. Peraturan perundang-undangan tentang kegiatan pencucian uang
merupakan ranah hukum administrasi pidana, dimana sanksi pidana
dipergunakan untuk menegakan aturan-aturan di dalam hukum
administrasi.

c. Belum ada pengaturan yang tegas mengenai kegiatan perdagangan
yang berbasis pencucian uang (trade-based money laundering) dalam
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga diperlukan
hal-hal sebagai berikut:

1) Memasukan definisi perdagangan yang berbasis pencucian uang
(trade- based money laundering) melalui perubahan atau
amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang;

2) Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perdagangan menjadi
Undang- Undang Perdagangan.

d. Terdapat ketidak harmonisan tentang:

1) Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai
penyidik tindak pidana asal sebagaimana yang diatur di dalam

penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010,
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sehingga perlu dilakukan harmonisasi antara Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

2) Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk
mengadili tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum di muka
persidangan terhadap kegiatan pencucian uang di dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga perlu
dilakukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
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